
WALIKOTA BITUNG 

PERATURAN WALIKOTA BITUNG 
NOMOR 39 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENJAHARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
1°1,NDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BITUNG, 

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah 
Kota Bitung Nomor Tahun 2014 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu 
ditetapkan Peraturan Walikota Bitung tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2013 
sebagai rincian lebih Ianjut dari Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung 
Tahun Anggaran 2013. 

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3421); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 



Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3988); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 5049); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ten tang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 

15. Pera tu ran Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I ten tang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah 
sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

23. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 
2012 Nomor 21); 

25. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2013 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota 
Bitung Tahun 2013 Nomor 29); 



' MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2013 

Pasal I 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 
a. Pendapatan 

I. Pendapatan Asli Daerah 
2. Dana Perimbangan 
3. Lain-Jain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 

b. Belanja 
1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Bunga 
c) Belanja Hibah 
d) Belanja Bantuan Sosial 
e) Belanja Bagi Hasil 
D Belanja Bantuan Keuangan 
g) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

2. Belanja Langsung 
a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Barang dan jasa 
c) Belanja Modal 

J umlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

c. Pembiayaan 
1. Penerimaan 
2. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

terdiri dari : 

Rp. 55.173.113.990,88 
Rp. 492.770.558.386,00 
Rp. 103.393.271.952,00 
Rp. 651.336.944.328,88 

Rp. 296.533.059.718,00 
RP. 
Rp 
Rp. 
Rp. 
Rp. 462.496.692,00 
Rp. 530.500.000,00 
Rp 307.631.056.410,00 

Rp. 33.404.249.225,00 
Rp. l 17.010.281.341,49 
Rp. 153.446.878. I 92.00 
Rp. 303.861.408.758,49 
Rp 611.492.465.168,49 
Rp. 39.844.479.160,39 

Rp. 32.641.989.903,41 
Rp. 10.650.000.000,00 
Rp. 21.991.989.903,41 

5.446.250.000,00 
4.658. 750.000,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 61.836.469.063,80 

Pasal2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Bitung ini. 

Pasal3 

Ringkasan Japoran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I di 
rinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Japoran realisasi anggaran. 



Pasal4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Bitung ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Lampiran II 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 4 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

BITUNG, 

Diundangkan di 
Pada tanggal 

: Bitung 
: 3 Juli 2014 

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 150 

Salinan sesual dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA t:ll...UNG, 

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH 
PEMBINA 

NIP: 1974111112001121 003 


